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Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum

Meneruskan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor 800/350/BKPP.03
tanggal 3 Maret 2018 perihal Netralitas PNS dalam Pilkada dan Surat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor

1692/K.Bawaslu/PM.00 .001X12018 tanggal 15 Oktober 2018 diingatkan kembali hal hal

yang wajib diperhatikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 2014lentang Aparatur Slpil Negara pada pasal
g ayat i disebutkan "pegawaiAparatur Sipil Negara harus bebas dari intervensi dan
pengaruh Partai Politik";

2.'Perituran Pemerintah Rl Nomor 35 Tahun 2010 pasal 4 angka 12 setiap PNS

dilarang memberikan dukungan kepada Calon PresidenMakil Presiden, Dewan
penruakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dengan cara :

a. lkut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi pesert- kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. Menjadi peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

3. peratuian Pemerintah Rl Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 angka 13 setiap PNS

dilarang memberikan dukungan kepada Calon PresidenMakil Presiden dengan

cara.
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau

b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan

calon yang menladi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang 
-kepada 

PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan

masyarakat.
4. peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu berdasarkan pasal 11 huruf c, menyatakan

bahwa datam hat etilia terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik

kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Adapun penjatuhan Hukuman Disiplin untuk point (2)'dan (3) yang dapat

diberikan kepada PNS-yang melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4

angka 12 dan 13 adalah sebagai berikut .

1. Hukuman Disiplin Seding bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye

untuk mendukung Calon PresidenMakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan perwakilin Daerah, atau Dewan Penarakilan Rakyat Daerah (Pasal 4

angka 12 huruf a, huruf b dan huruf c) dan mengadakan kegiatan yang

me-ngarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS

dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Pasal 4 angka

13 huruf b).



2. Hukuman Disiplin Berat bagi PNS yang memberikan dukungan kepada
Calon PresidenMakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye (Pasal4 angka 13)

sedangkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk point (4) yaitu
pelanggaran PP nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipi, pasal 16 menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis
Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan
sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan
perundangundangan yaitu sesuai dengan tata cara yang telah'.'diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berkaitan dengan haltersebut dimohon kepada seluruh Kepala Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk mengingatkan akan aturan
tersebut kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan tempat kerjanya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Tembusan Kepada Yth :

1. Wali Kota dan WakilWali Kota Bontang (sebagai laporan)
2. lnspektur Daerah Kota Bontang.


